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PENGADILAN HAM TANJUNG PRIOK :

PEMUTARBALIKKAN FAKTA DAN PENGABAIAN KEADILAN KORBAN

Setelah lebih dari 19 tahun, peristiwa Tanjung Priok 1984 akhirnya dibawa ke pengadilan HAM ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya Presiden Megawati mengesahkan pengangkatan hakim adhoc Pengadilan Hak Asasi Manusia lewat Keputusan Presiden No. 6 tanggal 12 Januari 2002 dengan mengangkat enam orang hakim adhoc Pengadilan Tinggi dan 12 orang hakim pada pengadilan tingkat pertama.
 Jaksa Agung juga melakukan pelantikan 15 orang penuntut umum adhoc perkara pelanggaran HAM berat Tanjung Priok yang membagi berkas menjadi empat berkas perkara 

Persidangannya digelar sejak 15 September 2003, dengan menyidangkan 14 terdakwa yang dibagi ke dalam 4 berkas perkara. Keempat berkas perkara tersebut masing-masing atas nama terdakwa Sutrisno Mascung (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06) dengan 10 orang anggotanya, terdakwa Rudolf  Adolf Butar Butar (Mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara), terdakwa Pranowo (Mantan Kapomdam V Jaya) dan terdakwa Sriyanto (Mantan Kasi II Bidang Operasional Kodim 0502 Jakarta Utara). Proses banding dan kasasi berlangsung hingga awal tahun 2006. Walaupun Pengadilan HAM adhoc tingkat pertama memutus bersalah R Butar-butar selama 10 tahun dan Sutrisno Mascung selama 2-3 tahun, namun pengadilan tingkat banding dan kasasi membebaskan mereka. Pada akhirnya, tidak ada satupun pelaku yang bersalah dalam peristiwa Tanjung Priok. 

Intervensi pelaku melalui jalan islah –yang membuat sebagian besar korban mencabut kesaksian di tingkat penyelidikan dan penyidikan- merupakan fenomena menonjol dalam pengadilan HAM ini, yang anehnya juga menjadi salah satu alat pertimbangan yang signifikan bagi hakim. Sementara pemulihan terhadap hak-hak korban juga diabaikan. Walaupun ada putusan hakim tingkat pertama yang memberikan kompensasi kepada korban, namun hal tersebut tidak dapat dijalankan karena ketidakjelasan mekanisme, aturan dan minimnya human sense dari aparat penegak hukum. Kuatnya intervensi pelaku dalam proses islah dan pencabutan kesaksian merupakan hal yang paling mempengaruhi  pembebasan pelaku, sehingga kebenaran dan keadilan tak pernah dapat diungkap.    

I. Waktu dan Tempat Peristiwa

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan, waktu dan tempat peristiwa yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan adalah di : 

1. Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara pada Rabu 12 September 1984 pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya sekitar bulan September 1984 (pada berkas dakwaan Sutrisno Mascung dkk), 

2. Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara pada Rabu 12 September 1984 dan waktu lain pada bulan September 1984 serta Markas Kodim 0502 Jakarta Utara, 10 – 18 September 1984 (pada berkas dakwaan Butar Butar), 
3. Pomdam V Jaya (Guntur) Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis Jl. Raya RTM Cimanggis Jawa Barat dan Kamis tanggal 12 September 1984 pukul 10.30 WIB sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984 (pada berkas dakwaan Pranowo) 
4.  12 September 1984 pukul 23.00 WIB dan waktu lain pada bulan September 1984 (pada berkas dakwaan Sriyanto).
Penyebutan tempat (locus delicti) di Tanjung Priok dan waktu (tempus delicti) pada bulan September 1984 sesuai Kepres No. 96 tahun 2001 yang menjadi dasar dakwaan semestinya tidak menjadi penghalang dan membatasi upaya pemeriksaan dan pembuktian terhadap terjadinya peristiwa pelanggaran berat HAM yang sistematik dan meluas. Penyebutan terhadap tempat dan waktu yang ditentukan hanya menjadi dasar sebagai identitas atau penamaan atas terjadinya peristiwa pada tempat dan waktu tersebut. Peristiwa Tanjung Priok harus dipandang sebagai peristiwa yang terjadi secara sistematik dan meluas, sejak keluarnya kebijakan dan upaya  menjadikan Pancasila sebagai Asas Tunggal adalah kata kunci bagaimana tindakan, psikologi apparatus Negara menghadapi sikap berbeda dari masyarakat yang menentang gagasan pemerintah itu yang dianggap terlalu mencampuri kebebasan berorganisasi masyarakat dan cenderung untuk melemahkan kekuatan kelompok keagamaan khususnya Islam dalam kancah politik orde baru. Peristiwa Tanjung Priok juga tidak dapat dilepaskan dari terjadinya penangkapan-penangkapan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat pada 12 Sepember 1984. aparat di seluruh jajaran mendapatkan intruksi untuk menangkap masyarakat yang terlibat sehingga penangkapan setelah peristiwa tidak hanya terjadi di Jakarta Utara tapi juga terjadi di Jakarta Pusat bahkan meluas sampai Garut, Lampung, Sulawesi dan beberapa tempat lainya. Bukan hanya itu, penangkapan juga dilakukan kepada anggota masyarakat sering melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak terkait dengan peristiwa priok, seperti para aktivsi Petisi 50. 

II. Jenis Pelanggaran HAM

Dari semua berkas dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdapat  5 jenis pelanggaran berat HAM yang didakwakan, yaitu (1). pembunuhan, (2). percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan pembunuhan, (3). penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, (4). penyiksaan dan (5). perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang. 

Perbedaan mencolok dengan kesimpulan KP3T Komnas HAM terlihat jelas dengan rumusan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kesimpulanya Komnas mengkategorikan pelangaran yang dilakukan meliputi: 1) pembunuhan secara kilat, 2). Penangkapan dan penahan sewenang-wenang, 3). Penyiksaan, 4). dan 5) penghilangan secara paksa. Penggunaan pasal-pasal KUHP dalam menjerat terdakwa menumpulkan rumusan yang harusnya digambarkan secara sistematis dan meluas 

Sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, Komnas HAM dalam laporan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus Tanjung Priok menyatakan  adanya korban yang tidak jelas akan nasib dan keberadaannya, pasca peristiwa 12 September 1984, yang merupakan korban  penghilangan paksa
. Bahkan penggalian kuburan massal yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap orang-orang yang telah dinyatakan meninggal untuk membuktikan identitas atas korban yang telah dibunuh dan dikubur, tidak dapat secara tuntas menetapkan identitas korban yang dihilangkan secara paksa. Penguburan kembali korban–korban pembunuhan massal juga tidak disertai identitas atas makam yang telah disediakan.

Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja telah mengarahkan bahwa korban penghilangan paksa merupakan korban pembunuhan atau telah dianggap meninggal. Sehingga keluarga korban penghilangan paksa dihadirkan untuk menjadi saksi pada persidangan terdakwa yang dakwaaanya adalah pembunuhan.
 Hal ini justru akan mengaburkan kebenaran akan keberadaan dan nasib korban yang sebenarnya.  

III. Pelaku

Dalam dakwaannya JPU mengajukan terdakwa terkait dengan pelaku lapangan dan pertanggungjawaban komando. Pelaku lapangan adalah yang menggunakan kekerasan yang berlebihan sehingga jatuh korban jiwa. Penanggungjawab komando yaitu para pemegang komando yang tidak mencegah terjadinya pelanggaran berat HAM. Yang termasuk pelaku lapangan ialah: 1. Serda Sutrisno Mascung, Danru I, 2. Siswoyo, 3. Asrori, 4. Abdul Halim, 5. Zulfattah, 6. Sumitro, 7. Sofyan Hadi, 8. Prayogi, 9. Winarko, 10. Idrus, 11. Muchson, 12. Sertu Parnu, 13. Kartidjo. JPU menyatakan bahwa Sertu Parnu dan Kartidjo sampat saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ketidakjelasan tentang dimana keberadaan dua orang terdakwa ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan apakah mereka dengan sukarela menghilangkan diri/menghindar atau mereka sengaja di sembunyikan. Sementara disisi lain tidak ada upaya serius kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status dua terdakwa tersebut kepada Mabes TNI, apakah dua terdakwa itu masih dalam status militer atau sudah disersi, atau telah pensiun (purnanirawan).

Sementara yang masuk dalam katagori pertanggungjawaban komando menurut JPU adalah: 1.Kapten Sriyanto, Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara, 2.Letkol. RA. Butar-Butar, Dandim Jakarta Utara, 3.Kol. Pranowo, Kapomdam Jaya.

Peristiwa Tanjung Priok sebagai salah satu momentum perlawanan gerakan keagamaan menghadapi kekuatan represif Soeharto selalu menjadi issue yang dimunculkan pada setiap aksi demonstrasi yang kerap dilakukan oleh masyarakat yang menghendaki agar kasus ini di selesaikan melalui mekanisme peradilan. Keinginan untuk mengadili perkara ini tidak lain karena masyarakat menilai bahwa peristiwa Tanjung Priok tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan Negara yang ketika itu dipimpin oleh Soeharto (Presiden), LB Moerdani (Pangab), dan Try Soetrisno (Pangdam Jaya).

Dalam laporannya Komnas HAM merekomendasikan 23 nama-nama yang harus diperiksa karena diduga pelaku, sementara JPU memangkas pertanggungjawaban pelaku hingga hanya 15 orang yang diajukan ke pengadilan. 

Di tingkat lapangan, dari Satuan Arhanud Tanjung Priok, Komnas HAM merekomendasikan (1). Serda Sutrisno Mascung, (2). Pratu Yajit, (3). Prada Siswoyo, (4). Prada Asrori, (5). Prada Kartijo, (6). Prada Zulfata, (7). Prada Muhson, (8). Prada Abdul Halim, (9). Prada Sofyan Hadi, (10). Prada Parnu, (11). Prada Winarko, (12). Prada Idrus, (13). Prada Sumitro dan (14). Prada Prayogi sebagai pelaku pelanggaran HAM. Sementara, dari Jajaran Kodim Jakarta Utara, Komnas HAM merekomendasikan 1. Letkol. RA. Butar-Butar selaku Dandim Jakarta Utara dan 2. Kapten Sriyanto selaku Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara .

Sedangkan dari Jajaran Kodam V Jaya, Komnas HAM merekomendasikan 1. Mayjen TNI Try Soetrisno, Pangdam V Jaya, karena diindikasikan mengetahui, membiarkan, memerintahkan penguburan secara diam-diam terhadap korban tewas, serta penangkapan-penangkapan terhadap aktifis mesjid lainnya. Selain itu, korban luka dan tewas dikumpulkan di RSAD atas perintah Pangdam Jaya. Dalam keterangan resmi Laksus dan Kejaksaan Agung kepada pers, menerangkan korban yang ditangkap berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok berjumlah 200 orang.
 Keberadaan Laksus itu menggambarkan bagaimana organisasi Negara ini terlibat secara langsung pada proses penanganan paska peristiwa Tanjung Priok. 

Komnas HAM juga merekomendasikan 2. Kol. CPM Pranowo, Kapomdam V Jaya, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penangkapan dan penyiksaan korban yang luka di Kodim Jakarta Pusat selanjutnya di serahkan ke  RTM Guntur Pomdam Jaya dan RTM Cimanggis.3. Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya, 4. Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya Penguburan terhadap mereka yang meninggal juga dilakukan oleh aparat Bintal Kodam Jaya.


Selain itu, dari Jajaran Mabes TNI AD, Komnas HAM merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Brigjen TNI Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Soebroto serta Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Subroto sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengumpulan dan perawatan korban yang luka.  

Sementara sebagai pihak yang dianggap paling bertanggungjawab, Komnas HAM merekomendasikan Jenderal TNI L. Benny Moerdani, Panglima ABRI / Pangkopkamtib, dari Mabes ABRI. Mereka tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab karena Pangab beserta Menteri Penerangan dan Pangdam adalah pejabat Negara yang menjustifikasi peristiwa tersebut ke publik termasuk dalam dengan pendapat dengan DPR RI. Selain itu, penangkapan terhadap mereka yang diduga terlibat peristiwa Tanjung Priok atau para aktifis mesjid yang kerap melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga dilakukan di daerah-daerah lain seperti di Garut, Taksimalaya, dan Ujung Pandang.

Sejak awal tidak ada penahanan terhadap para terdakwa. Implikasinya adalah bebas berkeliarannya para terdakwa untuk “berkolusi” dengan saksi. Status para terdakwa yang dalam berkas perkara lain saling berhubungan pekerjaan dalam satu instansi membuka peluang besar untuk saling berhubungan dan mengatur keterangan yang menguntungkan dipersidangan. Hal tersebut terungkap jelas dalam pemeriksaan terdakwa Sriyanto dimana yang menjadi saksi adalah RA butar-butar. Dia mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah tanggung jawab komandan Kodim (saksi), sehingga terdakwa tidak dapat disalahkan.

Dalam proses pemeriksaan saksi, KUHAP mensyaratkan keterangan saksi adalah keterangan dari seorang saksi atas atas suatu peristiwa tindak pidana, yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Saksi-saksi yang hendak dihadirkan dipersidangan harus dicegah untuk saling berhubungan sebelum mereka memberikan keterangan.

IV. Korban

Dalam dakwaannya JPU tidak menjelaskan berapa jumlah korban akibat peristiwa Tanjung Priok ini. Dakwaan hanya mendasarkan diri pada pencatatan Yayasan 12 September.
  Sementara banyak korban yang tidak tercatat di Yayasan serta korban pada pasca terjadinya peristiwa atau korban yang dianggap terlibat dengan peristiwa dan korban yang dikaitkan dengan peristiwa dialami oleh para aktifitis mesjid/pendakwah yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka tidak terlibat pada waktu peristiwa, tetapi peristiwa Tanjung Priok dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melakukan penangkapan secara sewenang-wenang dalam serta melangsungkan peradilan yang tidak jujur (unfair trial). Akibatnya, banyak korban yang mengalami peristiwa (secara meluas) tetapi tidak dihadirkan sebagai saksi. 

Dalam proses pengadilan, korban juga terbagi menjadi dua kubu, yaitu korban yang masih mendukung pengadilan dan mau berkata jujur di persidangan (hanya sekitar 13 orang, kemudian menyusut menjadi 11 orang) dan korban yang membela pelaku, karena kuatnya intervensi pelaku dengan menggunakan kelemahan ekonomi korban. Ketidakjelasan jumlah korban ini juga berdampak pada pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang merupakan hak setiap korban.

Pada Maret 2001, telah terjadi proses islah antara korban yang diwakili Syaifudin Rambe, Asep Syarifudin, dll, dengan para pelaku yaitu LB Mordani, Butar-Butar, Pranowo dan Sriyanto. Masing-masing korban mendapatkan sejumlah uang masing-masing kurang lebih satu setengan juta rupiah. Pembentukan Yayasan 12 September juga dibidani oleh para pelaku.

V. Intervensi Pelaku, Islah dan Pencabutan Kesaksian

Intervensi pelaku telah dilakukan jauh sebelum terjadinya pengadilan HAM adhoc dan semakin menguat saat berlangsungnya pengadilan. Korban dan pelaku memiliki hubungan yang cukup erat, karena sejak terjadinya peristiwa, pelaku kerap memberikan bantuan kepada korban. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang tidak wajar, jika pelaku merupakan pihak yang tidak bersalah. Ditengarai, karena kesalahannya -yang secara tidak langsung dapat dipandang bahwa ia diakuinya- itu, maka pelaku mau memberikan bantuan kepada korban yang lemah secara ekonomi, berupa pemberian uang, motor cina dan fasilitas lainnya.

Sebelum pengadilan dimulai, Babinkum atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku aktif membuat pertemuan korban yang bertujuan untuk mengarahkan korban memberikan “kesaksian tambahan” atau melakukan pencabutan kesaksian dengan tujuan untuk meringankan terdakwa.

Mobilisasai korban yang telah islah terlihat jelas dengan seragam yang mereka kenakan selama  menghadiri persidangan. Topi maupun kaos yang bertuliskan “islah adalah kebahagiaan kami” menunjukkan kekompakan mereka untuk membendung upaya pengungkapan kasus Priok.

Keseragaman alasan pencabutan BAP juga menjadi tanda tanya besar. Pencabutan atau pemberian keterangan yang meringankan itu dilakukan dengan alasan bahwa saat pemeriksaan di Kejaksaan belum disumpah, masih merasa dendam dan sudah melakukan islah seolah menjadi “koor” mereka. Bukan hanya itu, saat korban non islah melakukan kesaksian dengan memberikan fakta-fakta yang sebenarnya, mereka juga berteriak dengan mengatakan “bohong”.

Upaya memecah belah korban dengan maksud mengaburkan fakta peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para pelaku yang tidak ditahan. Berbagai pertemuan dilakukan oleh para pelaku dengan korban islah untuk mengatur proses persidanganya. Pengaburan kesaksian tersebut juga dipersiapkan sebelum proses persidanganya digelar. Penggantian kata di popor menjadi di takut-takuti, ditendang tetapi tidak sakit, sewaktu dipenjara mendapat jaminan makan adalah kesaksian yang bertentangan dengan kesaksian sebelumnya di Komnas HAM maupun Kejaksaan.

VI. Perlindungan saksi dan Korban 

Intimidasi terhadap korban dan keluarga korban sudah mulai dilakukan sebelum pengadilan dimulai. Beberapa korban yang masih konsisten untuk mendorong pengungkapan kasusnya diimingi-imingi uang serta upaya ishlah agar mau memberikan kesaksian yang meringankan pelaku. 

Pada awal persidangan, telah terjadi intimidasi yang dirasakan secara tak langsung oleh korban dan keluarga korban. Beberapa korban yang tetap mengupayakan persidangan terancam dengan kehadiran aparat intelejen yang mengambil gambar (foto) secara sembunyi-sembunyi, melakukan ancaman secara halus untuk tidak membawa massa, dan lain lain. 

Dalam  persidangan Sriyanto 23 Oktober 2003, pengunjung persidangan tidak dapat masuk ke ruang persidangan karena adanya blokade aparat TNI yang memenuhi dalam dan luar ruang persidangan. Aparat TNI juga melakukan pemeriksaan terhadap identitas diri pengunjung sebelum dapat masuk ke ruang persidangan. Selain itu korban dan keluarga korban diikuti dan diawasi oleh intel secara terus menerus, bahkan mengikuti hingga sampai ke rumah. Aparat intelejen juga melakukan perampasan poster dan spanduk serta melakukan intimidasi berupa kata-kata keras yang mengancam, hingga ancaman untuk “mengambil” bahkan membunuh terhadap korban, keluarga korban dan pendamping. Bahkan setelah memberikan kesaksian di depan persidangan, saksi korban juga ditelepon untuk menanyakan kesaksian yang diberikan serta diancam untuk “berhati-hati”.
  

Selama persidangan berlangsung,  sangat minim bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban baik dari aparat keamnan maupun aparat penegak hukum. Dalam setiap persidangan, jumlah polisi yang hadir untuk melakukan pengamanan persidangan sangat sedikit. Selain itu majelis hakim juga tidak melakukan tindakan tegas untuk menertibkan pengunjung dari aparat Kopasus yang membawa senjata api dan senjata tajam  serta memenuhi ruangan serta menertibkan persidangan yang kadangkala ricuh dan ramai oleh korban islah yang melecehkan saksi korban yang tidak sejalan dengan kesaksian mereka.

Padahal perlindungan terhadap saksi korban pelanggaran berat HAM diatur oleh PP No. 2 tahun 2002. Dalam aturan itu kewenangan untuk melakukan perlindungan berada pada pihak aparat keamanan dan aparat penegak hukum. 

VII. Putusan 

Pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama memutuskan terdakwa RA Butar Butar dan Sutrisno Mascung dkk  terbukti bersalah dan menghukum terdakwa selama 10 tahun penjara serta 2-3 tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya, yaitu Pranowo dan Sriyanto tidak terbukti bersalah. 

Pemidanaan terhadap Sutrisno Mascung dkk juga bukanlah keputusan yang bulat, karena hakim Amirudin Aburaera dan Heru susanto mengajukan disenting opinion. Mereka mengakui bahwa dalam peristiwa terebut mengakibatkan korban yang meninggal dunia maupun luka dan juga kerugian bagi keluarganya. Tetapi, korban yang terjadi adalah tetap merupakan kesalahan (culpa lata) dari para terdakwa, tetapi bukan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memeriksa kesalahan para terdakwa tersebut. 

Perbedaan mencolok tampak dari cara pandang majelis hakim melihat isi kesaksian korban yang mencabut BAP di persidangan. Majelis hakim terdakwa Butar Butar dan Sutrisno Mascung lebih mendasarkan pertimbangannya pada kesaksian korban yang tidak islah. Lebih lanjut, majelis hakim dengan terdakwa Sutrisno Mascung menyatakan bahwa terhadap  pencabutan keterangan BAP penyidik di persidangan ataupun merubahnya, sepanjang pencabutan keterangan BAP penyidikan oleh saksi-saksi tersebut tanpa alasan yang jelas dan meyakinkan, dimana perubahan/pencabutan keterangan itu dilakukan setelah islah (perdamaian) dan lagi pula di persidangan saksi-saksi ini tidak dapat dibuktikan kalau pemeriksaanya di muka penyidik dalam keadaan tertekan, dipaksa atau bebas. Pencabutan/perubahan tersebut dijadikan sebagai bukti “petunjuk” dan penilaianya tergantung bagaimana hubungan dengan persesuaianya dengan alat-alat bukti lainya yang sah.

Sementara majelis hakim terdakwa Sriyanto dan Pranowo menyatakan bahwa alasan yang secara umum dikemukakan oleh mereka yang mencabut keterangannya yang sebelumnya diberikan kepada penyidik adalah karena pada saat dilakukan pemeriksaan mereka merasa dendam dan sakit hati sehingga pada saat itu saat diperiksa oleh penyidik memberikan keterangan yang tidak benar untuk menjerumuskan aparat. Oleh karenanya, pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi sehingga pencabutan keterangan tersebut beralasan menurut hukum, berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHAP. 

Terhadap putusan bebasnya Pranowo dan Sriyanto, majelis hakim berpendapat bahwa Pem-BKO-an pasukan maupun penggunaan fasilitas umum milik negara baik senjata SKS ataupun peluru tajam juga bukan merupakan instrumen yang dibuat untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu kejahatan kemanusiaan. Sekaligus apa yang dilakukan oleh anggota regu III tersebut bukan dalam rangka pelanggaran HAM dan terdakwa tidak pernah melakukan perintah untuk melakukan tindak pelanggaran HAM tersebut.
 Dalam pembuktian adanya unsur sistematis atau meluas adalah karena adanya suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap. Serangan disini dihasilkan dari bagian kebijakan negara atau organisasi yang obyeknya serangnya adalah penduduk sipil. Sebelum pasukan dikerahkan telah terjadi koordinasi antara Komandan Kodim dan Sriyanto untuk melakukan pengerahan pasukan dalam menghadapi massa. Pertimbangan majelis hakim disini jelas tidak beralasan. Berdasarkan adanya pengerahan pasukan regu III tersebut telah mengakibatkan terbunuhnya masyarakat sipil. Ditilik dari kesaksian para korban terungkap bahwa aparat saat itu menembaki massa tanpa ada peringatan tembakan. 
Di tingkat banding, majelis hakim membebaskan terdakwa Butar Butar dan Sutrisno Mascung, karena tidak adanya peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, salah seorang majelis hakim pada terdakwa Sutrisno Mascung, Sri Handoyo mengajukan disenting opinion yang menyatakan alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim yang dimohonkan banding sudah benar dan tepat.

Dalam pembuktian delik tindak pidana pelanggaran HAM berat yang dilakukan terdakwa juga majelis hakim terdapat “kacau pikir”. Dalam pertimbangannya, harus ada pelangaran HAM yang dilakukan oleh anak buahnya dulu baru bisa dibuktikan petanggung jawaban komandonya.
 Dalam pembuktian adanya tanggung jawab komando ini harusnya dengan sudah adanya korban telah dapat membuktikan bahwa seorang komandan tersebut tidak melakukan pengendalian yang efektif terhadap pasukan yang dibawah kendalinya. Akibat perbuatan tersebut 23 anggota massa tewas dan sebanyak 53 orang lainnya luka-luka akibat tembakan pasukan regu III Arhanudse. Rudolf Adolf Butar juga terbukti telah membiarkan penganiayaan yang dilakukan terhadap angggota massa yang ditahan dalam kerusuhan tersebut 

Pada tingkat kasasi, majelis hakim membebaskan terdakwa Butar Butar dan membebaskan terdakwa Sutrisno Mascung dkk. Mahkamah Agung menilai apa yang dilakukan oleh Sutrisno Mascung dkk bukanlah kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga tidak dapat diadili oleh pengadilan HAM adhoc. 

MA juga menguatkan putusan tingkat pertama atas terdakwa Pranowo dan Sriyanto dan membebaskan mereka. Namun salah seorang majelis hakim, Artidjo Alkostar berpendapat berbeda dan memutuskan Sriyanto mendapatkan hukuman 10 tahun penjara, serta Pranowo yang mendapatkan hukuman 5 tahun penjara.  

Dalam putusanya, majelis hakim agung melihat bahwa apa yang dilakukan anak buah terdakwa Pranowo bukanlah tindakan penyiksaan. Majelis hakim terjebak dalam logika KUHP bahwa apa yang diakukan para anak buah terdakwa di Guntur maupun Cimanggis adalah tindak pidana biasa sesuai pasal 351-355 dan 357-358 KUHP
. Bahwa dalam unsur tindak pelanggaran HAM ini terkait dengan unsur sistematis atau meluas. Dimana adanya keterlibatan aparat sekaligus kebijakan negara untuk menangkap dan menyiksa para korban. Terbukti di persidangan bahwa korban menerima siksaan berupa ditendang, dipukul, dipopor dan tindakan kejam lainya. Logika yang sama juga digunakan oleh majelis hakim agung dalam melihat pertanggungjawaban komando. Bahwa untuk melihat ada tidaknya tindak pidana pelanggaran HAM harus dibuktikan dulu perbuatan anak buahnya.

Kolonel CPM Pranowo, selaku Kapomdam V Jaya telah atau sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat namun terdakwa tidak mencegah atau menghentikan perbuatan anggotanya atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.  

Pertimbangan majelis hakim agung mengenai kesakian orang yang islah dan mencabut BAP juga dijadikan dasar. Adanya keterangan beberapa saksi yang dicabut dengan alasan sudah melakukan islah dengan pihak TNI, pencabutan kesaksian tersebut tidak memiliki alasan hukum, karena tidak jelasnya prosedur pembentukan lembaga islah, transparansi dan kosekwensi yuridsinya. 

VIII. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Dalam putusannya, majelis hakim juga memutuskan pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban Tanjung Priok. Dalam berkas perkara Butar Butar, majelis hakim tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya dan mendasarkan pada usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan korban juga sudah cukup lama menderita dengan kompensasi yang yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dalam berkas terdakwa Sutrisno Mascung dkk, menyebutkan bahwa korban mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 1.015.500.000.00 (satu milyar lima belas juta limaratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 13 korban sebagai bentuk ganti rugi yang harus di berikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 tahun 2002.

Namun dengan bebasnya terdakwa di tingkat banding maupun kasasi berdampak pada ketidakjelasan pemberian reparasi. Majelis hakim juga tidak menyinggung persoalan hak korban dalam putusan bebasnya. Akibatnya  pemberian kompensasi “seolah-olah” digantungkan pada aspek kesalahan terdakwa dan bukanlah bagian dari hak yang melekat dalam diri korban.
 

Restitusi juga menjadi pertimbangan majelis hakim. Sekalipun pada saat itu belum berlaku UU no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban pelanggaran HAM berat, namun pemberian dari fihak kedua (islah dengan Try Sutrisno) maupun Tommy Soeharto dapat dikategorikan sebagai restitusi dari fihak terdakwa Walau salah satu pertimbangan menarik yang dikemukakan hakim adalah pemberian kompensasi kepada korban-korban yang dianggap tidak islah, sehingga tidak mendapatkan restitusi dari pelaku. Artinya, secara tidak langsung bisa dipandang bahwa hakim mengakui bahwa ada keterlibatan pelaku –termasuk yang tidak dibawa ke persidangan, namun direkomendasikan oleh Komnas HAM-  dan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang melahirkan ganti kerugian dari pelaku (restitusi) kepada korban. 

Namun sejak awal memang tidak ada perhatian negara dalam hal pemenuhan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, apalagi dengan ketiadaan tekanan yang kuat dari korban. Untuk kasus Tanjung Priok, ketiadaan inisiatif dari negara, khususnya Kejaksaan Agung juga tidak muncul. Awalnya korban mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam surat dakwaan, namun Kejaksaan Agung menolak. Menjelang tuntutan, korban akhirnya berinisiatif untuk menghitung kerugian yang diterimanya dan mengirimkan surat penghitungan kerugian ke Jaksa Agung.
 

IX. PENUTUP

Sebagian persoalan di atas hanya merupakan sebagian kecil permasalahan yang timbul dalam proses pengadilan HAM yang berlangsung. Lemahnya struktur aparat penegak hukum, tidak efektifnya system hukum dan rule of law tetap harus dipandang sebagai persoalan besar kegagalan pengadilan HAM Tanjung Priok. Namun, dari uraian di atas tampak bahwa intervensi pelaku yang sangat kuat secara politik telah mengalahkan segalanya. Islah dan pencabutan kesaksian menjadi salah satu pertimbangan hakim yang cukup signifikan dalam membebaskan pelaku. Masihkah perlu jalan panjang untuk mewujudkan keadilan bagi korban?

� Kompas, Keppres Pengangkatan Hakim Ad Hoc Akhirnya Ditandatangani, 15 Januari 2002


� Siaran Pers kejaksan Agung tanggal 19 Juni 2003


� UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan atau penculikan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib dan keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.


� Hal ini terbukti pada pemeriksaan saksi Siti Fatimah pada  29 Oktober 2003. Saksi merupakan keluarga korban dari M. Zaini yang tidak jelas keberadaannya namun dalam pemeriksaan persidangan dianggap meninggal.


� Ibid., lihat Merdeka, 170 Tersangka Kasus Priok Akan Diadili, 21 November 1984.


� Sebuah yayasan korban yang melakukan pencatatan terhadap korban pada saat terjadinya peristiwa


� Kesaksian korban islah kepada Kontras pada Juni 2006


� Informasi dari korban kepada KontraS pada awal Agustus 2003.


� Informasi pada korban dan keluarga korban kepada Kontras


� Putusan Pengadilan Negeri dengan terdakwa Sriyanto No Reg perkara 04/HAM/TJ-Priok/09/2003





� Putusan Pengadilan Tingi  Terdakwa RA Burat Butar Nomor:39/Pen/02/PID.HAM/AD.HOC/ 2005/PT.DKI


� Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Pranowo No. 02 K/PID.HAM AD HOC/2005


� Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995, korban pelanggaran HAM seharusnya mendapatkan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan dan jaminan atas ketidakberulangan dan pencegahan.


� No. 250/SK-Kontras/VI/2004. Penghitungan didasarkan pada karateristik korban, tipologi kerugian yang dialami korban (secara materil dan imateril), dengan jumlah Rp. 33.358.997.395,00 kepada 15 orang korban. 





